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Terjemahan dan pencetakan buku ini didukung oleh

Kedutaan Besar Kerajaan Denmark melalui Program
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Program.me phase 3 - ESP3), dalam kerangka kerjasama

bilateral bidang pembangunan antara Pemerintah Denmark

dan Pemerintah Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

ESP3~=.:-



2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Mengingat 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Menimbang Bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS



3. Pembangunan Berkelan..utan acalah upaya
sadar dan terencana :-a..."'lg -::l~z::::lac~kan aspek
Lingkungan Hidup sos;a, a.~~ ekonomi ke

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
dengan:

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang
selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian
analisis yang sisternatis, menyeluruh, dan
partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
suatu wilayah dan/ atau Kebijakan, Rencana,
danjatau Program.

2. Lingkungan Hidup adalah kesaruan ruang
dengan semua benda da; -a. keadaan, dan
makhluk hidup zermasuk manusia dan
perilakunya, yang zaempengaruhi alam itu
sendiri, kelangsungan perixehidupan, dan
kesejahteraan raanusia serra rnaknluk hidup
lain.

Pasal 1

BAB I

KETENTUANUMUM

MEMUT1JSK -\i~:

PER..6.,TTJRAK PE.;.ILR.::;- ;~=-:~ENTANG
TATA CARA PE~-:.1:.i£~-GGARAAN

KAJlAl\J U_ .oxt.'":\G_";- 3IDUP
STR,\:-=:G:S

Menetapkan :
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"7. Rencana adalah hasil suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan , dengan
memperhitungkan surnber daya yang tersedia
termasuk rencana tata ruang wilayah beserta
rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah,
RPJM nasional, dan RPJM daerah,

6. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang
diambil oleh Pernerintah Pusat dan Pemerirrtah
Daerah untuk rriencapai tujuan Pernbangunan
Berkelanju tan.

g

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah,
yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah
dokurnen perencanaan pernbangunan untuk
periode 5 (lima) tahun.

4. Rericana Pernbangunan Jangka Panjang, yang
selanju tnya disingkat RPJP, .adalah dokumen
perencanaan pembangunan untuk periode 20
(dua puluh) tahun.

8. Program adalah instrurnen kebijakan yang
berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat
dan Pernerintah Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi
anggaran, atau kegiatan masyarakat yang

d
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dalam strategi pembangunan untuk
menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta
keselamatan, kemarnpuan, kesejahteraan, dan
mutu hiclu_pgenerasi rnasa kini dan generasi
masa depan.

,
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Pasal3
(1) Selain rencana tata ruang wilayah beserta

rencana rincinya sebagaimana climaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, KLHSwajib
dilaksanakan dalam penyusunan atau
evaluasi rencana zonasi wilayah pesisir dan

(2) KLHSsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan
atau evaluasi:

a. rencana tata ruang wilayah beserta rencana
rincinya. RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM
nasional. d811RPJM daerah; dan

b. Kebijakan, Rencana, danl atau Program yang
berpotensi menimbulkan dampak danl atau
risiko Lingkungan Hidup.

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
wajib membuat KLHS untuk memastikan
bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan
telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah danl atau
Kebijakan, Rencana, dan z atau Program.

Pasa12

Bagian Kesatu

Umum

BAB U

PENYELENGGARAAN

KAJIAN LINGKUNGA1\JHIDUP STRATEGIS
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danb. penjaminan kualiras
pendokumentasian KLHS; dan

Penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan
tahapan:

a. pernbuatan dan pelaksanaan KLHS;

Pasal5

Kewajiban membuat dan melaksanakan KLHS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dikecualikan terhadap penyusunan atau
evaluasi Kebijakan, Rencana. aex»] atau
Program tentang:

a. tanggap darurat bencana; dan

b. kondisi darurat pertahanan dan keamanan.

Pasal4

b. Kebijakan , Rencana, dan zatau Program lain
berdasarkan permintaan masyarakat.

(3) Penyusun Kebijakan, Rencana, darr/ atau
Program menetapkan Kebijakan , Rencana,
darr/ atau Program yang wajib dilaksanakan
KLHSberdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman
dan tata cara penetapan Kebijakan,
Rencana, dan r atau Program sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Menteri.
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Pen gkaj: an Pengaruh Ke":)._ akan ?"encana, dan/ atau
?:- - ~ <1---::'

Paragraf :

c. penyusurian :-e:i mendasi >;~~ba.J..6a~ untuk
pengarnbilan =-:ep.'-lLUs.a:! E7'"'__axan, Rencana,
dan atau Program _:-ar:g mengiaregrasikan
prinsi p Pernbangunan

b. peruzn us an

Rencana,
::±si :1ngkungan

a. pengkajian peagan
dan arau ~og:-a..u
r.::d'....?~

Pembuatan daz, pe.aksaaaao _:_--is eakukan
melalui rr.ekanisme;

Pembuatan dar; ?~a:.~3::~a:c:

Bagian Kedua

c. validasi KLRS.
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_ ~asil identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 8 dirumuskan

Pasal9

Identifikaei dan perurnusan isu Pernbangunan
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
:-:.urufa dilakukan untuk menentukan isu-isu yang
"Jal1ngstrategis.

::!entifikasi dan perurnu san isu Pembangunan
Berkelanjutan sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
:::":'akukan dengan merighimpun masukan dan
""""asyarakat dan. pemangku kepentingan melalui
~:(,:Jsultasi publik.

Pasal8

a. znelaksanakan identifikasi dan perurnusan isu
?-embangunan Berkelanjutan;

Ci rnelaksanakan identifikasi materi muatan Kebijakan,
Rencan a, dan/ atau Program yang berpoteriai
:nenimbulkan pengaruh terhaclap kondisi
Lingkurigan Hidup; dan

rnenganalisis pengaruh hasil identifikasi dan
perumu san sebagaimana dimaksud pada hurufa dan
nuruf b.

Pengkajian pengaruh Kebijakan , Rencana, dan/ at au
;7ogram terhadap koridisi Lingkungan .Hidup
sebagaimana dirnaksu.d dalam Pasal 6 huruf a
diiaksanakan dengan tahapan:

Pasal 7
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~-­-..:..... terhadapg. kerenranar;

d. inrensitas dar; car :'-'E.

c.

Hidup;

tampung

yar:.g pa ,-- ;

a. kapasitas

3~.:-.:~:anjutan
,...,..,"'-T<-..lat daftar

-=.= r"~-Ilsdiacu,
_ a.::5" aerdekatan,serupa dan ::";:-ada

dan arau
1an gsu::.g.

danfatauKL:::hasilf.

e. muaran Rencaz.a ?e _::_............~c..:: can Pengelolaan
Lingkungan, :Cd ...p- da_"l aza

Rencana, dan .a:2:": ?:-_~
- -~~-.::..~ .. ~:ebijakan,d. keterkairar, c.e:-_ga:-

Berkelanjutar.:
P~=-bangunanC. keterkairan

a. .karakteriatik \\-[a:-~."

berdasarkan n::O':'"i:as c--=::~ =:=:.~e::-"'::::bangkan
unsur-unsur pa':~g :0-=";'1.;-



~ :dentifikasi materi muatan Kebijakan, Rencan a,
da.T11 atau Program sebagaimana dirnaksud pada ayat
: I dilakukan dengan menelaah konsep rancangan
~ebijakan, Rencaria, danl atau Program yang akan
':::':susun, atau menelaab seluruh materi Kebijakan.
~encana, oesx] atau Program berlaku yang akan
~evaluasi.

- Identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana,
dan/ atau Program yang berpotensi menirnbulkan
pengaruh terhadap koridisi Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
dilakukan untuk rnenemukan dan menentukan
muatan Kebijakan. Rencana, dan Zatau Program yang
aarus dianalisis untuk rnengetahui pengaruhnya
zerhadap koridisi Lingkungan Hidup.

Pasal 10

risiko terhadap kesehatan dan keselamatan
masyarakat; clan/ atau

ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan
zertentu secara tradisional yang dilakukan, oleh
masyarakat dan masyarakat hukurn adat.

... ringkat dan status jumlah penduduk miskin atau
penghidupan sekelornpok masyarakat serta
terancamnya keberlanjutan penghidupan
masyarakat;

- 11 -
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_ :-.asi: analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
-e"'1jaili dasar perumusan alternatiI penyempurnaan
-:eo~;akan, Rencana, danjatau Program.

2:dup;

kmerja layanan atau jasa ekosistem:

=fisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

.. ~~gkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap
~e:-uDahan iklim; dan

cz.gkat ketahanan dan potensi keanekaragaman
::2 ati.

:. cerkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan

_ riasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
paling sedikit memuat kajian:

=- zapasitas daya dukung dan dava tampung
-:ngk-ungan Hidup untuk pembangunan;

Pasal 13

c, ~eberadaan .hasil penelitian yang akuntabel;
dan Zatau

-cesepakatan antarahli.

peraturan perundang-undangan;

keberadaan pedoman, acuan, standar, contoh
praktek terbaik, dan informasi tersedia yang diakui.
secara ilmiah;

~elaksanaan analisis sebagaimaua dimaksud pada
ayat (1)mernperhatikan:

- 13 -
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(I) Alternatif penyernpurriaan Kebijakan, Rencaaz,
danj atau Program berupa:

a. peru bahan tujuan aiau target;

b. perubahan straregi pencapaian target;

c. perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, ~
lokasi yang lebih memenuhi pertimbang
Pembangunan Berkelanju tan;

Pasal 15

Paragraf2

Perumusan Altematif Penyempurnaan

Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program

(1) Pelaksanaan pengkajian pengaruh Kebijakan
Rencana, dan/ atau Program terhadap kondis
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalaz;
Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 dilaksanakan olez,
Penyusun KLHSyang rnemenuhi standar kompetens:

(2) Standar kornpetensi sebagaimana dimaksud pac
ayat (1)paling sedikit mencakup:

a. ketepatan keahlian pada isu yang dikaji; dan

b. pengalaman di bidang penyusunan KLHSatau kajiaz
Lingkungan Hidup yang sejenis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kornpetens
Penyusun K1.HSsebagaimana dimaksud pada ayat ::
diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 14

- 14 -



Kekomendasi perbaikan untuk pengambilan
~~p:ltusan Kebijakan , Rencana. dan Zatau Program
;;:;::e=.uat:

Pasal 16

Paragraf 3

Penyusunan Rekomendasi Perbaikan untuk

?engambilan Keputusan Kebijakan , Rencana,
danZatau Program

...::..a..

(3)

::eoljakan, Rencana, clan/ atau Program sebagaimana
'1.:naksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam
=el~.yusun rekomendasi perbaikan untuk
pengambilan keputusan Kebijakan , Rencana.
CL atau Program yang mengintegrasikan prinsip

Pernbangunan Berkelanjutan.

perumusan penyempurnaanalternatif- ~asil- 2)

untuk
fungsi

::~beriall arahan atau rambu-rarnbu
:::-:::::lpertahankan atau, .meningkatkan
<~:osistem; clan/ atau

p::-:::::lberianaraban atau rambu-rarnbu mitigasi
::a::::l_pakdan risiko Lingkungan Hidup.

.ada

~~bahan atau penyesuaian, proses, metode, dan
=.:::!aptasiterhadap perkernbangan ilmu pengetahuan
can. teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan
:::,e:nbMgunan Berkelanjutan;

peaundaan, perbaikan uru tan , atau perubahan
~rioriras pelaksanaan;

- 15 -



Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan
pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud d
Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 diatur ~
Perat uran Menten.

Pasal 18

(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada aya ..
dilaksanakan dengan berpedoman pada Perat ~
Menteri.

Pasal 17

(I) Pembuatan dan pelaksanaan
dirnaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasa;
-pada kementerian/lembaga pernerin;
nonkementerian, pernerintahan daerah proviz;
dan pemerintahan daerah kabupaten Zkota die.":"
oleh menteri Zkepala lembaga
nonkementerian, gubernur, dan bupatijwali ~
sesuai dengan kewenangannya.

b. informasi jenis usaha dan/ atau kegiatan yang te
rnelampaui daya dukung dan daya tamp'
Lingkungan Hidup dan tidak diperbolehkan lagi.

a. materi perbaikan Kebijakan , Rencana, danjata
Program; dan/ atau

- 16 -



::aJam hal dokumen Rencana Perlindungan dan
?==.geloiaan Lingkungan Hidup belum tersusun
-_a:-capenilaian mandiri mempertimbangkan daya
G.":"~t.l:1gdan daya tampung Lingkungan Hidup.

::e~Laian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat
_:.d.i!aksanakan dengan cara:

Penjaminari kualitas KLHS dilaksanakan melalui
penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan,
Rencan a , darr/ atau Program untuk memastikan
oahwa kualitas dan proses pembuatan dan
oeiaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai ketenruan
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 sampai
:..engan Pasal 16.

?enilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat
• harus mempertimbangkan:

cekumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
:"'-:1gkunganHidup yang relevan; dan

....:.?oranKLHSdari Kebijakan , Rencana, danl atau
Program yang terkait dan relevan,

Pasal 19

Paragraf 1

Penjaminan Kualitas

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bagian Ketiga

Penjaminan Kualitas dan Pendokurneutasian.

Kajian Lingkungan Hidup 8trategis

- 17 -
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.:...&?OranKLHS dari Kebijakan, Rencana. tiesx] at au
?:-ogram yang terkait dan relevan.

Dalam hal dokumen Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup belum tersusun
rz.aka penilaian rnandiri mempertirnbangkan daya
- __kung dan daya tampung Lingkungan Hidup.

?e.::'ilaianmandiri sebagaimana dimaksud pada ayat
.: dilaksanakan dengan cara:

?enjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui
penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan,
Rencana, aesx] atau Program untuk memastikan
oahwa kualitas dan proses pembuatan dan
?e:aksanaan KLHS di1aksanakan sesuai ketentuan
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 sampai
cengan Pasal 16.

Penilaian mandiri sebagaimana dirnaksud pada ayat
• harus mempertimbangkan:

dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
:'..:>gkungan Hidup yang relevan: dan

Pasal 19

Paragraf 1

Penjaminan Kualitas

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bagian Ketiga

Penjarninan Kualitas dan Pendokumentasian

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- 17 -
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Ketenruan lebih lanjut mengenai penjaminan ku al.t
KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 .
Pasa120 diatur dalam Peraruran Menteri.

Pasal 22

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan "a
20, Penyusun KLHS wajib memeriuhi staa;
kompetensi.

kualitasDalam melakukan penjaminan

Pasal 21

(2) Hasil penjaminan kualitas KLHSdigunakan sebag
masukan untuk penyempurnaan KLHS.

a. kelayakan KLHS jika telah memenuhi keten...,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; danja:a_

b. rekomendasi perbaikan KLHS yang telah diis,
dengan perbaikan Kebijakan , Rencana, dan a.z
Program.

(1) Hasil penjaminan kualitas KLHS h arus disu s
secara tertulis dengan memuat inforrnasi tenrar.g

Pasal20

a. penilaian bertahap yang sejalan
mengikuti tahapan perkembangan pelaksans
KLHS; danjatau

b. penilaian sekaligus yang dilaksanakan di
akhir pelaksariaan KLHS.

- 18 -



;a..-noaran pengintegrasian basil KLHS dalam
Kebijakan, Rencana. danjatau Program:

_?e:timbangan, muatan. dan konsekuensi
-=-e~omendasi perbaikan untuk pengambilan
cl!putusan Kebijakan , Rencana, danjatau Program
yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan
Be+kelanjutan;

=..etoda, teknik, rangkaian langkah-Iangkah dan
-=;asil pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana.
dan I atau Program terhadap kcndisi Lingkungan
::..idup;

metoda, leknik, rangkaian langkah -langkah dan
.aasil perumusan alternatif muatan Kebijakan ,
Rencana, danjatau Program;

dasar pertimbangan Kebijakan, Rencana, danj atau
?rogram sehingga perlu dilengkapi KLHS;

Hasil pembuatan dan pelaksanaan KLHS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai
dengan Paaal 16 dan penjaminan kualitas KLHS
sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 19 dan Pasal
20 didokumentasikan ke dalam laporan. KLHS.

:...aporanKLHSsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
:nemuat informasi tentang:

Pasal23

Paragraf 2

:::e:::dokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- 19 -
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(1) Penjaminan kualitas dan pendokumentasian L­
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasa, .:
dan Pasal 23 pada kernenteriarr/Iemb r
pernerintah nonkementerian, pemerintahan daerz
provinsi, dan pernerintahan daerah kabupaten -
diatur oleh menteri Zkepala lembaga pemerizz
nonkementerian, gubernur, dan bupatr/wali _
sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat
dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraz
Menreri.

Pasal24

(5) Laporan KLHSsebagaimana dimaksud pada aya: _
bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pu bilk.

(3) Laporan KLHSsebagaimana dirriaksud pada aya;
merupakan bagian yang tidak terpisahkan :.:::.­
dokumen Kebijakan, Rencana, dan/ atau Progra

(4) Laporan KLHSsebagaimana dimaksu d pada ayat _
menjadi, informasi pendukung sistern pengenda..e
dan evaluasi pelaksanaan rencana pernbanguz-z
serta sistem akuntabilitas kinerja
Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah.

pelaksanaan partisipasi masyarakat
keterbukaan informasi KLHS; dan

g. hasil penjaminari kualitas KLHS.

f.

- 20 -



Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan
Klialitas sebagaimana climaksud dalam Pasal 19
dan PasaJ 20, dilakukan validasi oieh:
~Ienteri, untuk Kebijakan, Rencana, danj atau
Program tingkat nasiorral dan provin si; atau
gubernur, untuk Kebijakan, Rencana, danjatau
Program tingkat kabupaten /kora.
Y;a1idasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas
:e:.ah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik,
~.-a1idasiKLHSsebagaimana dimaksud pada ayat (2)
.:i:aksanakan:
secara bertahap pada setiap proses perobuatan dan
pe.aksanaan KLHS;atau
;:-ada tahap akhir pembuatan dan pelaksanaan
~~HS.
Terhadap KLHS untuk penyusunan dan evaluasi
??JP nasionai dan RPJM nasional tidak dilakukan
+aiidasi.
Keterrtuan lebih lanjut roengenai akuntabilitas
penjaminan kualitas KLHS untuk. RPJP nasional
'::a..-: RPJM nasional diatur oleh rnenreri yang
z.ecyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
:-eencanaan pembangunan nasional.

Pasal25

Bagian Keernpat

Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis
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(5) Jika hasil pemeriksaan rnenunjukkan perrnohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap
Menteri atau gubernur rnengembalikan dokurnen
kepada Penyusun Kebijakan. Rencana, drul./ atau
Program UTIElk di'engkapi.

b.. rekomendasi.

a. kesesuaian hasil KLHS dengan penjaminar;
kualitas; dan

(4) Persetujuan validasi KLHS sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) paling sedikit memuat:

(3) Jika hasil pemeriksaan menunjukkan permohona::
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lengkap
Menteri atau gubernur menerbitkan persetujuaz;
validasi KLHS dalam waktu paling lama 20 (dua
puluh) had kerja kepada Penyusun Kebijakan
Rencana, danZatau Program.

(2) Menteri atau gubernur melakukan pemeriksaaz,
kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksuc
pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) han
kerja sejak diterimanya permohonan.

(1) Penyusun Kebij akan , Rencana,
mengajukan permohonan validasi KLHS sees,
tertulis kepada Menteri atau gubernur sebagaimar
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengaz,
meJampirkan:

a, rancangan Kebijakan, Rencana, dan zatau Program
.b. laporan KLHS; dan
c. bukti pemenuhan standar kompetensi Penyusuz;

KLHS.

Pasa126
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Pasal 29

Menteri atau gubernur mengumurnkan persetujuan
validasi KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (3) kepada masyarakat dalam waktu paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya
persetujuan validasi KLHS.

Pasa128

Dalam. hal Menteri atau gubernur tidak
menerbitkan persetuju an validasi KLHS clalam
waktu sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 26 ayat
(3). terhadap KLHS yang dimohonkan persetujuan
validasinya oleh Penyu sun Kebijakan , Rencana,
danj atau Program dianggap telah memperoleh
persetuju an validasi KLHS.

Pasa127

:.lasa berlaku KLHS yang telah mendapat
persetujuan validasi sama dengan rnasa berlaku
dokumen Kebijakan, Rencana, danj atau Program.

Dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen
Kebijakan, Rencana, danjatau Program, terhadap
:-::""HSdilakukan peninjauan kembali bersamaan
dengan peru bah an dokumen Kebijakan , Rencana,
c.anjatau Program.

1
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d. penyampaian i..;_r rmasi dar; .atau pelaporan.

c. banruan :e;':::-.is.:::~

a. pemberian pendapat, saran. dan usul;

(1) Penyusun Kebijakan Re:1ca.."1a.dan I atau Program
dalam rnembuat K:..-HS:::::.~basan. rnasyarakat dan
pemangku keperrtingaz,

(2) Keterlibatan masyarakat daa pernangku
kepentingan sebaga.rnana .... razsud pacta ayat (1)
rneliputi:

Pasal 32

BABUI

KETERUBATAN ~L~SYAR-\K.A.T

DANPEMANGKC ~.t,PE.ti~GAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai tam cara validaai KLHS
diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasa131

gubernur sesu ai dengan
dapat menunjuk _pejabat yang

Meriteri dan
kewenangannya
berweriang.

Dalam melaksanakan validasi, KLES sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 sarnpai dengan Pas81 28

Pasa130
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Menteri dan gubemur sesuai dengan
keweriangannya rnelakukan pembinaan terhadap
pelaksanaan KLHS.

?embinaan KLHS sebagaimana dirnaksud pada ayat
~ dilaksanakan melalui:

koordinasi pelaksanaan KLHS;

sosialisasi peraturan perundang-undangan dan
sosialisasi pedoman KLHS;

asistensi dan konsriltasi dalam pembuatan dan
~e:aksanaan KLHS;

Fe:ldidikan dan pelatihan;

Pasa134

BABIV

PEMBINAAN

a. masyarakat dan pemangku kepentingan yang
terkena dampak langsung dan tidak langsung dari
Kebijakan, Rencana, dan zatau Program; dan

D. masyarakat dan pernangku kepentingan yang
memiliki informasi danl atau keahlian yang relevan
dengan substansi Kebijakan , Rencana dan Zatau
Program.

Masyarakat dan pemangku kepentingan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

Pasa133
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d. bupatr/wali kota, untuk KLHS tingka:
kabupaten zkota yang Lelah roendapat persetujuaz
validasi;

c. gubernur, untuk KLHS tingkat provinsi yang telae
mendapat persetujuan validasi; dan

nonkementerian terkait, untuk pembuatan dan
pelaksanaan KLHS yang telah mendapar
persetujuan validasi eli sektornya rnasing-masing
sesuai keweriangannya:

pemerintahlembagab. menterij kepala

a. Menteri, untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS
tingkat nasional yang Lelah mendapat persetujuan
validasi;

Pemantauan dan evalu asi KLHS dilakukan oleh:

Pasa135

BABV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab
masyarakat dan pernangku kepen tingan.

e. pengembangan balai. kliring KLHS;

f. penyebarluasan informasi KLHS kepada
masyarakat dan pemangku .kepentingan; dan
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icepatuhan dan efektivitas integrasi hasil KLHS ke
da.am Kebijakan, Rencana, danl atau Program; dan

kualitas dan efektivitas rekomendasi KLHS dalam
pengelolaan dampak dan risiko Lingkungan Hidup.

?emantauan dan evaluasi. terhadap pelaksanaan
KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi
KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b
dilakukan untuk memastikan:

b. efektivitas validasi KLHS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;

c. efektivitas pelibatan masyarakat dan pemangku
kepentingan dalam KLHSsebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32; dan

d. efekLivitas pembinaan KLHS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34.

a. dipenuhinya kewajiban pembuatan KLRS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6
sampai dengan Pasal 16, Pasal 19 sampai dengan
Pasal 20, dan Pasal 23;

(1) Pemantauan dan evaluasi KLHSdilakukan:

2. pada saat pembuatan KLHS;dan

c. terhadap pelaksanaan KLHS yang telah mendapat
persetujuan validasi.

2) Pemantauan dan evaluasi pada saat pembuatan
KLHSsebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a
dilakukan untuk rnemastikan:

Pasal 36
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Dalam melaxukaa ;:-~:a_:i..'l dan evaluasi
sebagaimana d.i::::.aJ:- ,:: ':~am ~c::.: 35 huruf c dan

~:"--- ~'a2 .kota sesuai
:=.e:: _-: ._.< saruan kerja

(3) Bupati/wali kota rnenj a rpaikac hasil pemantauan
dan evaluasi sebagaizxana dirnaksud dalam Pasal
35 huruf d kepada g;:berr.ur dengan tembusan
menteri jkepala :e:::baga pemerintah
nonkernenterian rerkait.

(1) Menteri Zkepala lembaga pernerintah
nonkernenterian terkait menyampaikan hasil
pernantauan dan evaluasi sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 3~ huruf b kepada Menteri.

(2) Gubernur menyampaikan basil pemantauan dan
evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
huruf c kepada Menteri dengan tembusan
menteri/kepala lernbaga pemerintah
nonkernenterian terkair,

Pasal37

b. penetapan Kebijakan, Rencana, dan Zatau Program
terkait yang dipandang perlu,

a. penyempurnaan perangkat pengaturan mengenai
KLHS; dan

(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana
climaksud pada ayat (2) dan ayat (3)menjadi dasar:
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Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku
I(LHS yang telah dibuat sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini clinyatakan tetap berlaku
sesuai dengan masa berlaku Kebijakan, Rencana,
dan Iatau Program .

Pasal 40

BAB VII

KETENTUANPERALrHAN

a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara bagi
Kebijakan, Rencana, dan Zatau Program yang
disusun oleh Pemerintah Pusat; dan

O. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bagi
Kebij akan , Rencana, dan zatau Program yang
disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pembiayaan pelaksanaan KLHSdibebarikan pada:

Pasal39

BABVI

PEJVfBIA YAAN

perangkat daerah eli bidang perlindungan dan
pengelolaan Lingkungan Hidup.
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Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Okrober .:W:6

JOKO W1DODO

ttd.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Oktober 2016

PRESIDEN REPUBLU{
iNDONESIA,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan. Peraturan Pernerin tah ini dengan
periempatanrrya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Pasa141

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP
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Negara Republik Indonesia kini memasuki babak b:u1
dalam penyelenggaraan pengelolaan Lingkungan Hiduji
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200_
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
pada tanggal 3 Oktober 2009. Undang-Undang Nomor 3~
Tahu n 2009 mengamanatkan beberapa instrumer
pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungar

. Hidup, salah satunya adalah KLHS.

KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalan
pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan Zatai,
Program. Apabila prinsip-prinsip Pembangunar
Berkelanjutan telah dipertirnbangkan dan diintegrasikar
dalam pengambilan kepu :usan pembangunan rnakr
diharapkan kernungkinan rerjadinya dampak riegatif suatt
Kebijakan , Rencana. dan atau Program terhadaj
Lingkungan Hidup dapat dihindari,

Keterkaitan KLHS dengan mstrumen pencegahai
lainnya yakni rata ruang, bakn; ::r::..lZU Lingkungan Hidup
kriteria baku kerusakan :....:..::gh.T ....igaa Hidu p, AMDAL, UKL
UPL, perizinan, i.;~s...:-_r:::'~:le~::o:::i Lingkungan Hidup
peraruran perundarrg-uricac.gan oeroasis Lingkungan Hidup
anggaran berbasis :.....!"_§: _::.?;a."'! hidup, analisis risil«
Lingkungan H.:d....p, z:..:C ........~~;,._..'..:::ga.'1Hidup, dan instrurnei

1. UMUM

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS



E2..HS dapat membantu pencegahan degradasi sumber
:;:..alam dan Lingkungan Hidup di tingkat Kebijakan,
~..a. darr/atau Program, sehingga membantu efektivitas
rsaz.aan AMDAL, UKL-UPL, dan perizinan. Dalam

-_ .s ini, target utama KLHS yaitu Kebijakan, Rencana,
a.au Program, sementara AMDALUKL-UPL targetnya
;':- pada satuan kegiatan Zproyek.

~-£S tidak setara dengan AMDALkarena kajian dalam
znengkaji skenario pembangunan oleh Pemerintah
:::an Pernerintah Daerah, sedangkan AMDAL adalah
~elayakan rencana usaha dan/ atau kegiatan. Namun

berisi kajian dampak yang penting terhadap

?enyusunan KLHS menggunakan beberapa indikator
- atau pendekatan dalam pengkajian Kebijakan, Rencana,
- atau Program antara lain Rencana Perlinclungan dan
gelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung dan daya

-_?'.llg Lingkurigan Hidup, baku mutu Lingkungan Hidup,
. ",:,=_-'a baku kerusakan Lingkungan Hidup, instrumen
- crai Lingkungan Hidup, dan analisis risiko Lingkungan

~sesuai dengan kebutuhan dan zatau perkembangan ilmu
->e::!getahuan , bersifat saling melengkapi clan sating
-....-.dukung, sedangkan peran KLHS pada perencanaan
:-::ndU11.gandan pengelolaan Lingkungan Hidup bersifat

-e:guatkan. KLHS membantu dalam proses penyusunan
- - -. evaluasi renca..na pembangunan meliputi rencana tata
-_angv.ilayah beserta rencana rincinya, RPLTPnaeiorial, RP._n:i
-:.e-:-a.~.RPJM nasional, dan RPJM daerah.

- 2 -
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Peraturan Pernerintah ini memuat pokck-pokok
pengaturan yang meliputi penyelenggaraan KLHS
keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan
pembinaan, pernanrauan dan eva.uasi, dan pembiayaan.

Lingkungan Hidup karen a langsung berkaitan dengan isu-isu
Pembangunan Berkelanjutan.

Potensi dampak danj atau risiko Lingkungan Hidup yang
murigkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana.
dan.Zatau Program, sebelum pengarnbilan keputu san
dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS. Kebijakan,
Rencana, dan Zatau Program yang berdampak danjatau
berisiko keru sakan terhadap Lingkungan Hidup sesuai
derigan Undang-Undang Nomor 32 T'ahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi
Kebijakan, Rencana, dan Zatau Program yang berpotensi
menimbulkan dampak danj atau risiko antara lain
meningkatkan perubahan iklim, meningkatkan keru sakan,
kemerosotan atau kepunahan keanekaragarnan hayati.

, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan
danjatau kebakaran hutan dan laban, menurunkan mutu
dan kelirnpahan sumber daya alam, mendorong perubahar:
penggunaan danj atau alih fungsi kawasan hutan terutama
pada daerah yang kondisinya iergolong kritis, meningkatkan
jumlah penduduk rniskin atau terancamnya keberlanjutan
penghidupan sekelompok masyarakat, danjatau
rneningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselarnatan
manusia.
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.-.:·at(1)
Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
adalah rencana yang menentukan arah penggunaan
sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai
dengan penetapan struktur dan pola ruang pada
kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang
boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan sella
kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah
memperoleh izin.
Rencana zonasi rind adalah rencana detail dalam 1
satu) zona berdasarkan arahan pengelolaan eli dalam
rencana zonasi dengan mernperhatikan daya dukung
lingkungan dan teknologi yang diterapkan serta
ketersediaan sarana yang pada gilirannya
menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang
diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.
Rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu
adalah rencana yang menentukan arah penggunaan
sumber daya yang disertai dengan penetapan
struktur dan pola ruang pada kawasan strategis
nasional tertentu yang memuat kegiatan yang boleh

zsa; 2
Cukup jelas.

~-.SAL DEMI PASAL

- asal 1
Cukup jelas.
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, Pasal4
Huruf a

Yang dimaksud dengan "tanggap darurat bencana
adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengar:
segera pada saat kejaclian bencana untuk menangan:
dampak buruk yang ditimbulkan, yang melipu.
kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta
benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungar,
pengurusan pengungsi, penyelamatan,
pemulihan prasarana dan sarana.
Tanggap darurat bencana antara lain melokalisas
dampak, evakuasi. penyediaan sarana dan prasaran
pengungsian, rehabilitasi, dan pemulihan yang
terjadi sebagai akibat bencana.

Hurufb
Yang dirnaksud dengan "kondisi darurat pertahana:
dan keamanan" adalah kebijakan negara da ,....

dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan
yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh
izin.
Rencana pengelolaan kawasan konservasi perairar
adalah dckurnen kerja yang dapat dimutakhirkan
secara periodik, sebagai panduan operasiona,
pengelolaan kawasan konservasi, perairan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cul-mp j elas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
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~ sal8
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "isu-isu yang paling
strategis" adalah isu yang menjadi akar masalah,
berdampak penting dan luas, aktual, dan dirasakan
masyarakat.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan"
adalah individu dan perwakilan kelompok
rnasyarakat, institusi atau lembaga yang
rnempengaruhi. danl atau dipengaruhi oleh
Kebijakan, Rencana, darr/ atau Program yang

Cukup jelas.

- -sa; 6
Cukup jelas.

Cukup jelas.

menghadapi situasi pada ancaman pertahanan dan
keamanan negara yang di dalarnnya terdapat urisur
kerahasiaan.
Kondisi darurat pertahanan dan keamanan antara
lain pemasangan instalasi rniliter dan latihan militer.
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ilmu pengetahuan dan teknologi.
Huruf c

Yang dimaksud dengan "keterkaitan antar isu
straregis" acaia:......kondisi yang dapat dijelaskan
dalaz; benruk antara lain hubungan sebab

penduduk yang akan
Kebijakan, Rencana,

a. besarnya jumlah
terkena dampak
danl atau Program;

b. luas wilayab penyebaran darnpak;
c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
d. banyaknya komponen Lingkungan Hidup lain

yang akan terkena dampak;
e. sifat kurnulatif darnpak;
f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak,

dan, azau
g. kriteria lain sesuai dengan perkernbangac

Pasal 9
Ayat (1)

Huruf a
Karakteristik wilayah antara lain kondisi kualitas
Lingkungan Hidup, kondisi ekosistem dan
tingkat pelayanannya, kondisi surnber daya
alam, pola aktivitas sosial dan ekonom:.
rnasyarakat, dan kelembagaan pengelolaannya.

Hurufb
Tingkat pentingnya potensi dampak antara lain
berdasarkan:

meliputi un sur pemerintah, organisa
noripemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha,
masyarakat.
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-:--.a: fll
Cukup jelas.

k;

:8.11

am

:0

.itas
dan
aya
om;

a.

akibat, keterkaitan hirarkis, maupun lingkup
skala dan wilayahnya.
Keterkaitan ini dapat digambarkan dalam
h.ubungan peridorong- tekanan -konc1isi-elarnpak­
respon. Sebagai contoh, ekspansi pembangunan
di wilayah hulu berpotensi menyebabkan banjir
eli wilayah hilir yang memberikan darnpak
kemiskinan. Isu banjir adalah isu lokal,
serrierrtara isu ekspansi eli wilayah. hulu dapat
dilibat sebagai isu regional dan kemiskinan
sebagai isu nasional.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruff
Yang dimaksu d adalah melekat pada Kebijakan,
Rencana, dan zatau Program yang karena poeisi
hirarkinya harus diacu , kesarnaan jenis dan
kedekatan lokasinya harus diperhatikan, dan
muatan pengaturannya relevan diperh atikan.
Sebagai contoh, KLHS RTRW kabupaten/kota
harus memperhatikan KLHS RTRW provinsi,
KLHS RTRW kabupaten Zkota A memperhatikan
KLHS RTRW kabupaten Zkota B yang berada
pada satu kesatuan ekosistem, atau KLHS RTRW
Provinsi memperhatikan KLHS RPJMD Provinsi
tersebut.

.isasi
dan
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Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dim aksu d dengan 'daya dukung
Lingkungan Hidup" yaitu kemampuan
Lingkungan Hidup unruk mendukung
perikehidi.pan -:a"":'..lsia, makbluk hidup lain.
dan keseirr.bangar; antar keduanya.

Yang diraaksud dengan "daya tampung
Ling,....rur.gan :-=..!dt:?- adalah kernampuar;

Pasal 12

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "analisis secara iteratif
sesuai tabap kemajuannya" adalah analisis atau
kajian dilakukan berulang mengikuti tahapan
perkernbangan proses penyusunan Kebijakan ,
Rencana, danjatau Program untuk memperkaya
atau mengoreksi inforrnas i tentang pengaruhnya
terhadap kondisi Lingkungan Hidup.

Pasal 11
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

-9-



Yang dimaksud deugan "efisiensi pemanfaatan
sumber daya alam" adalah upaya
memanfaatkan sumber daya alam dalam tingkat

Huruf d

Kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan
ukuran perubahan kapasitas dan kualitas
layanan ekosistern dan kondisi awal yang
disepakati dengan kondisi aktual saat dipantau.
Layanan ekosistem meliputi 4 (empat) Iungsi
layanan utama, yaitu fungsi penyedia, fungsi
pengatur dan z atau pengendali, fungsi sosial
budaya atau kultur, dan fungsi pendukung
primer.

Huruf c

Yang dimaksud clengan "dampak Lingkungan
Hidup" adalah pengaruh peru bah an pada
Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu
Kebijakan , Rencana, danl atau Program.

Yang dimaksud dengan "risiko Lingkungan
Hidup" adalah kemungkinan atau tingkat
kejadian, bahaya, darr/ atau konsekuensi yang
ditimbulkan oleh suatu kondisi Lingkungan
Hidup yang rnenjadi ancaman terhadap
ekosistem dan kehidupan dan/ atau terhadap
kesehatan dan keselamatan manusia.

Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, eriergi,
dan I atau komponen lain yang masuk atau
dimasukkari ke dalarnnya.

Huruf b

- 10 -



Ayat (2)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "tingkat ketahanan dan
potensi keanekaragaman hayati" adalah
kemampuan rnernpertahankan keberadaan
ke ragaman , dan keberlanjutan surnber day
alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam
nabati dan sumber daya alam hewani, terrnasul
1.1n81.1r nonhayati eli sekitarnya yang
keseluruhan membentuk ekosistem.

yang optimal sehingga dapat tetap melestarikan
surnber daya alam, beserta ekcsi sterrmya.

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alarrr
dian.taranya dapat berupa pericadangan sumber
daya alam untuk dikelola dalam jangka panjang
dan waktu 'tertentu sesuai dengan keburuhan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tingkat kerentanan dar.
kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim"
adalah uraian bagaimana perubahan iklim
dirasakan dan dikelola dampaknya oleh
masyarakat.

Tingkat kerentanan meru pakan ukuran
kerapub an masyarakat dalam menghadapi
darnpak. Kapasitas adaptasi adalah ukuran
kemarnpuan masyarakat untuk menyesu aikan
diri dalam menghadapi darnpak,

Huruff

- 11 -



------

Contoh dokumen Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkurigan Hidup yang relevan
yakni dokumen Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disusun

Huruf a

.~:·at(1)

Cukup jelas.

......··at (2)

5.~ 19

Cukup jelas.

asal 18

Cukup jelas.

Cuku p j elas.

- sal 16

Cukup jelas.

Cukup jelas.

lk

,-a
m

0,

in

ill

'an
ilpi
an
an

lim
:eh

Un"
ian

kan - Eisa} 14
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Pasal22

Cukup jelas,

Cukup jelas.

Pasal21

Pasal20

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cuh.'UPjelas.

Ayat (4)

Cukup je1as.

Yang dimaksud dengan "1aporan KLHS dari
Kebijakan, Rencana, clan! atau Prograrn yang
terkait clan relevan" adalah KLHS yang disusun,
untuk Kebijakan, Rencana, dan! at au Program
yang terkait pada lokasi yang sarna, atau KLHS
untuk Kebijakan, Rencana, dan! atau Program
yang sejenis atau terkait pada lckasi yang
berdekatan atau pada hirarki diatasnya.

Hurufb

oleh Pemerintah Daerah yang sarna atau hirarki­
hirarki diatasnya pacta muatan yang re1evan jika
Pemerintah Daerah belum menyusun dokurnen
tersebut.

- 13 -



Rekomendasi disusun dengan memperhatikan
an tara lain masu kan dari masyarakat yang

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

---- (..1). at. .

•=at (2)

Cukup jelas.

~ at (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas .

-< at (1)

.::.:.a: 26

dari asai 24
ang

Cukup jelas.
SUn

'am
.HS -zs.=.1 25
am
lllg Cukup jelas.

-;sa123

Cukup jelas.
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Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal29

Pasal28

Cukup jelas.

Pasal 27

. Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

berkepentingan, pihak yang berkepentingan.
dan dinamika masyarakat, serta
mempertimbangkan upaya terbaik Penyusun
Kebijakan, Rencana, dao / atau Program dalarn
mengintegrasikan rekomendasi KLHS ke dalam
muatan Kebijakan , Rencana, danI atau
Program.
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C .ikup jelas.

':u.kup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pendampingan, teriaga ahli dibutuhkan clan
disesuaikan dengan kebu.tuhan masyarakat.
Misalnya, jika pendampingan dilakukan pada
masyarakat hukurn adat, penclampingan
dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal
masing-rnasing rnasyarakat adat.

Cukup jelas.

Huruf b

Huruf a

Cukup jelas.

- 16 -
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~33

~sa132
Ayat (1)

Ayat (2)
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Pasa! 41

Cukup jelas.

Pasa140

Culm p jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal37

Culmp jelas.

Pasal36
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